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Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan yang membutuhkan upaya pencegahan melalui
penguatan kesadaran hukum dan keterlibatan berbagai elemen masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada
masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum siswa dan masyarakat mengenai pencegahan
kekerasan seksual terhadap anak melalui kegiatan penyuluhan hukum dalam program Pengabdian kepada
Masyarakat Terintegrasi KKN-Tematik Universitas Halu Oleo Tahun 2026. Kegiatan dilaksanakan di
Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, dengan sasaran siswa SMP Negeri 13 Kendari, SMA Negeri 6 Kendari,
serta masyarakat Kelurahan Watulondo. Metode pelaksanaan dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan
materi, penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan evaluasi kegiatan. Materi penyuluhan mencakup konsep
kekerasan seksual terhadap anak, bentuk tindak pidana, konsekuensi hukum, serta mekanisme perlindungan
terhadap korban. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum menjadi media edukasi yang penting
dalam membangun pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak. Kegiatan ini juga
memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, sekolah, pemerintah wilayah, dan aparat penegak hukum dalam
menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak.

Kata kunci - kekerasan seksual anak, perlindungan anak, penyuluhan hukum

Abstract

Child sexual abuse is a critical issue that requires preventive efforts through strengthening legal awareness and
involving various community stakeholders. This community service activity aimed to improve students’ and
community members’ legal understanding regarding the prevention of child sexual abuse through legal education
activities conducted under the Integrated Community Service Program with Thematic Community Service
Program (KKN-Tematik) of Universitas Halu Oleo in 2026. The activity was carried out in Puuwatu District,
Kendari City, involving students of SMP Negeri 13 Kendari, SMA Negeri 6 Kendari, and residents of Watulondo
Village. The implementation method consisted of preparation, material development, legal counseling, interactive
discussions, and activity evaluation. The educational materials covered the concept of child sexual abuse, forms
of criminal acts, legal consequences, and protection mechanisms for child victims. The results indicated that legal
counseling serves as an important educational medium to strengthen public awareness and concern regarding
child protection. This activity also enhanced collaboration among universities, schools, local governments, and
law enforcement agencies in creating a safer environment for children.
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PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang
menjadi perhatian global karena memberikan dampak multidimensional terhadap aspek fisik,
psikologis, sosial, dan perkembangan anak. Kekerasan seksual pada masa kanak-kanak dapat
memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan korban, termasuk
peningkatan risiko gangguan psikologis yang dapat berlanjut hingga masa dewasa sehingga
diperlukan strategi pencegahan dan perlindungan yang berkelanjutan (Akinyemi et al., 2025). Anak
sebagai kelompok yang belum mencapai kematangan fisik maupun psikologis memiliki posisi yang
rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan, sehingga membutuhkan sistem
perlindungan yang komprehensif dari keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan negara.
Permasalahan kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya berkaitan dengan terjadinya tindak
pidana, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya kemampuan lingkungan sekitar dalam mengenali
tanda-tanda kekerasan, memahami mekanisme perlindungan, serta memberikan respons yang tepat
terhadap korban. Kajian sistematis terbaru menunjukkan bahwa program pencegahan kekerasan
seksual terhadap anak menjadi strategi penting dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan
kemampuan anak dalam mengenali situasi berisiko serta melakukan perlindungan diri (Celik, 2024).

Dalam konteks Indonesia, perlindungan terhadap anak telah memiliki dasar hukum yang kuat
melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan,
termasuk kekerasan seksual. Namun demikian, keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu
mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual apabila tidak diikuti dengan peningkatan kesadaran dan
pemahaman hukum masyarakat. Perlindungan anak tidak hanya membutuhkan keberadaan aturan
hukum, tetapi juga membutuhkan kemampuan masyarakat dalam memahami bentuk kekerasan
seksual, mengenali risiko, memberikan perlindungan, serta mengetahui mekanisme pelaporan ketika
terjadi tindak pidana. Perlindungan anak yang berkelanjutan tidak hanya menjadi tanggung jawab
pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat sebagai bentuk kesadaran hukum
dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak (Simbolon, 2016). Penelitian sebelumnya
menunjukkan bahwa pendekatan edukasi berbasis sekolah dan keterlibatan orang tua memiliki peran
penting dalam membangun kemampuan preventif, meningkatkan komunikasi, serta memperkuat
kapasitas lingkungan terdekat anak dalam mencegah kekerasan seksual (Russell et al., 2024).

Dalam konteks lokal, permasalahan kekerasan seksual terhadap anak juga menjadi perhatian
di Kecamatan Puuwatu Kota Kendari. Berdasarkan hasil observasi awal tim pengabdian Fakultas
Hukum Universitas Halu Oleo, ditemukan bahwa kekerasan seksual terhadap anak juga terjadi di
wilayah Kecamatan Puuwatu sehingga diperlukan upaya preventif melalui peningkatan pemahaman
hukum masyarakat dan lingkungan sekolah. Kecamatan Puuwatu dipilih sebagai lokasi kegiatan
pengabdian karena memiliki karakteristik masyarakat yang beragam serta didukung oleh berbagai
fasilitas pendidikan mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah
pertama, hingga sekolah menengah atas. Hasil identifikasi permasalahan dalam kegiatan pengabdian
menunjukkan bahwa masyarakat dan lingkungan sekolah masih membutuhkan penguatan
pemahaman mengenai konsep kekerasan seksual, bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual,
akibat hukum bagi pelaku, serta pentingnya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan
seksual.
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Permasalahan utama dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya terletak
pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada aspek pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat.
Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat menjadi hambatan dalam implementasi perlindungan
anak karena masyarakat belum sepenuhnya memahami hak anak, kewajiban perlindungan, serta
mekanisme hukum yang tersedia (Ali et al., 2023). Lenih lanjut, rendahnya literasi hukum dapat
menyebabkan masyarakat belum mampu mengenali bentuk-bentuk kekerasan seksual, memahami
konsekuensi hukum bagi pelaku, maupun mengetahui mekanisme perlindungan terhadap anak
korban. Kondisi tersebut dapat menghambat upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan
seksual secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan strategi pencegahan yang tidak hanya berorientasi
pada penindakan setelah terjadinya tindak pidana, tetapi juga pada penguatan aspek preventif melalui
peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat.

Penyuluhan hukum menjadi salah satu pendekatan yang relevan karena mampu menjadi
media transfer pengetahuan mengenai hak anak, bentuk kekerasan seksual, konsekuensi hukum, serta
mekanisme pelaporan dan perlindungan korban. Pendidikan hukum masyarakat merupakan salah
satu bentuk pemberdayaan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami
aturan hukum dan berpartisipasi dalam penyelesaian persoalan sosial di lingkungan sekitarnya
(Prayogo et al, 2019). Pendekatan edukasi hukum berbasis komunitas juga berperan dalam
meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kekerasan melalui pemahaman norma
hukum, faktor risiko, dan mekanisme perlindungan yang dapat dilakukan oleh masyarakat (Rahman
et al., 2025). Lebih lanjut, pendekatan edukatif yang melibatkan masyarakat dan lingkungan sekolah
dinilai penting karena pencegahan kekerasan seksual membutuhkan keterlibatan berbagai pihak
sebagai sistem perlindungan anak. Sejalan dengan penelitian Celik (2024), program pencegahan
berbasis edukasi di lingkungan sekolah terbukti memberikan pengaruh terhadap peningkatan
pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran anak dalam menghadapi situasi yang berpotensi
membahayakan. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum tentang pencegahan kekerasan seksual
terhadap anak di Kecamatan Puuwatu Kota Kendari dirancang sebagai upaya meningkatkan
pemahaman hukum masyarakat sekaligus memperkuat partisipasi lingkungan sosial dalam
perlindungan anak.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa intervensi edukasi merupakan salah satu pendekatan
preventif yang berperan dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan anak dalam mengenali
serta merespons situasi yang berpotensi mengarah pada kekerasan seksual. Lu et al. (2023) melalui
systematic review dan meta-analisis terhadap 31 penelitian dengan total 9.049 peserta menemukan
bahwa program pencegahan kekerasan seksual berbasis sekolah secara signifikan meningkatkan
pengetahuan anak terkait kekerasan seksual, baik berdasarkan pengukuran menggunakan kuesioner
maupun skenario kasus (vignette-based measures). Temuan tersebut sejalan dengan Walsh et al. (2018)
yang menunjukkan bahwa program edukasi berbasis sekolah merupakan pendekatan yang
menjanjikan dalam meningkatkan pemahaman anak mengenai pencegahan kekerasan seksual. Selain
itu, Celik (2024) menegaskan bahwa program pencegahan berbasis sekolah dapat meningkatkan
pengetahuan, keterampilan perlindungan diri, dan kesadaran anak apabila dirancang sesuai dengan
karakteristik perkembangan peserta didik.

Selain pendekatan yang berfokus pada anak, penguatan kapasitas orang dewasa di sekitar
anak menjadi aspek penting dalam sistem perlindungan yang berkelanjutan. Orang tua, guru, tokoh
masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai
karakteristik kekerasan seksual, faktor risiko, tanda-tanda korban, serta mekanisme perlindungan dan
pelaporan. Program edukasi terstruktur bagi orang tua terbukti mampu meningkatkan pengetahuan
mengenai pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Suryati et al. (2024) menunjukkan bahwa
pemberian modul pencegahan kekerasan seksual pada anak usia dini memberikan pengaruh terhadap
peningkatan pengetahuan ibu setelah intervensi edukasi. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas
melalui edukasi dan pendidikan hukum masyarakat juga dilaporkan mampu meningkatkan
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pemahaman masyarakat mengenai upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak (Wahyuni et
al., 2024). Oleh karena itu, penyuluhan hukum tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian norma
hukum, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat agar mampu berperan aktif dalam
pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan berbagai kajian terdahulu, sebagian besar program pencegahan kekerasan
seksual terhadap anak masih berfokus pada peningkatan pengetahuan anak usia sekolah, penguatan
keterampilan perlindungan diri, maupun peningkatan kapasitas orang tua dalam memberikan
pendidikan pencegahan. Pendekatan tersebut memberikan kontribusi penting, tetapi masih terdapat
kebutuhan untuk mengembangkan praktik pengabdian yang mengintegrasikan perspektif hukum
dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung dalam konteks lokal Indonesia. Berbeda dengan
kegiatan yang hanya berfokus pada edukasi individu tertentu, kegiatan pengabdian ini
mengembangkan pendekatan berbasis komunitas melalui integrasi edukasi hukum, lingkungan
sekolah, masyarakat, pemerintah wilayah, dan aparat penegak hukum. Permasalahan perlindungan
anak yang kompleks membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan karena pencegahan
kekerasan tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan individual, tetapi memerlukan kolaborasi
antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan institusi terkait dalam membangun sistem
perlindungan anak yang berkelanjutan (Sunarto et al., 2026). Pendekatan tersebut menempatkan
perlindungan anak sebagai tanggung jawab bersama dengan membangun kapasitas berbagai aktor
sosial dalam mengenali, mencegah, dan merespons kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat terintegrasi KKN-
Tematik Universitas Halu Oleo Tahun 2026 ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan
kesadaran hukum masyarakat mengenai pencegahan kekerasan seksual terhadap anak melalui
kegiatan penyuluhan hukum di lingkungan masyarakat dan sekolah Kecamatan Puuwatu Kota
Kendari. Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan ini berupa pemberian edukasi hukum mengenai
konsep kekerasan seksual, bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual, akibat hukum, mekanisme
pelaporan, serta perlindungan hukum terhadap anak korban berdasarkan perspektif hukum
perlindungan anak dan hukum tindak pidana kekerasan seksual. Kegiatan ini diharapkan memberikan
manfaat berupa meningkatnya literasi hukum masyarakat, terbentuknya kesadaran kolektif dalam
perlindungan anak, serta penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi, sekolah, pemerintah,
masyarakat, dan aparat penegak hukum. Luaran kegiatan ini berupa publikasi ilmiah pengabdian
kepada masyarakat serta kontribusi dalam membangun lingkungan yang lebih aman bagi anak.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui Program Pengabdian
kepada Masyarakat Terintegrasi KKN-Tematik Universitas Halu Oleo Tahun 2026 dengan metode
penyuluhan hukum mengenai pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Kegiatan dilaksanakan
di Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan melibatkan dosen Fakultas Hukum
Universitas Halu Oleo bersama 20 mahasiswa Program Studi IImu Hukum. Pelaksanaan kegiatan
diawali dengan tahap persiapan, pembekalan mahasiswa, identifikasi kebutuhan, penyusunan materi,
serta koordinasi dengan pihak sekolah dan masyarakat. Peserta kegiatan ditentukan secara purposive
berdasarkan sasaran program, yaitu siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta
masyarakat sebagai bagian dari lingkungan perlindungan anak. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan di
SD Negeri 34 Kendari dengan jumlah 57 peserta, SMP Negeri 13 Kendari sebanyak 28 peserta, dan
SMA Negeri 6 Kendari sebanyak 32 peserta. Materi penyuluhan meliputi konsep perlindungan anak,
bentuk kekerasan seksual, akibat hukum bagi pelaku, hak anak sebagai korban, mekanisme pelaporan,
dan upaya pencegahan berdasarkan perspektif hukum perlindungan anak dan Undang-Undang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penyampaian materi dilakukan melalui metode ceramah, diskusi
interaktif, dan media presentasi.
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Evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan instrumen kuesioner pre-test dan post-test dengan
tema “Tubuhku Berharga, Aku Berhak Aman dan Dilindungi”. Instrumen evaluasi terdiri atas 20
pertanyaan pilihan ganda dengan empat alternatif jawaban yang mengukur aspek pemahaman peserta
mengenai konsep anak, hak perlindungan anak, bentuk kekerasan seksual, perlindungan diri, sikap
terhadap korban, serta tindakan pencegahan. Data kegiatan dikumpulkan melalui observasi,
dokumentasi, daftar hadir, serta hasil kuesioner peserta. Data evaluasi dianalisis secara deskriptif
dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test untuk menggambarkan perubahan pemahaman
peserta setelah mengikuti penyuluhan. Indikator keberhasilan kegiatan dilihat dari keterlibatan peserta
selama kegiatan, pemahaman terhadap materi yang diberikan, serta meningkatnya kesadaran
mengenai pentingnya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan sekolah dan
masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan Penyuluhan Hukum sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Siswa dalam
Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan
aspek hukum, tetapi juga berhubungan dengan aspek pendidikan, sosial, dan perlindungan anak.
Upaya pencegahan terhadap kekerasan seksual tidak dapat hanya dilakukan melalui pendekatan
represif setelah tindak pidana terjadi, tetapi membutuhkan strategi preventif yang mampu
membangun pemahaman, kesadaran, dan keterampilan perlindungan diri sejak dini. Lingkungan
pendidikan menjadi salah satu ruang strategis dalam pelaksanaan upaya pencegahan karena sekolah
merupakan tempat anak menghabiskan sebagian besar waktu dalam proses pertumbuhan dan
perkembangan. Program edukasi pencegahan kekerasan seksual berbasis sekolah telah banyak
dikembangkan sebagai pendekatan preventif karena mampu memberikan pengetahuan kepada anak
mengenai pengenalan situasi berisiko, batasan diri, perilaku aman, serta mekanisme mencari bantuan
ketika menghadapi ancaman kekerasan seksual (Lu et al., 2023).

Pelaksanaan penyuluhan hukum di SMP Negeri 13 Kendari tidak hanya dievaluasi
berdasarkan keterlibatan peserta selama kegiatan, tetapi juga melalui instrumen pre-test dan post-test
untuk mengetahui gambaran perubahan pemahaman peserta setelah memperoleh materi penyuluhan.
Instrumen evaluasi terdiri atas 20 pertanyaan pilihan ganda yang mengukur beberapa aspek, yaitu
pemahaman mengenai konsep kekerasan seksual terhadap anak, bentuk-bentuk kekerasan seksual,
hak anak atas perlindungan hukum, batasan tubuh pribadi, mekanisme pelaporan, serta tindakan
pencegahan. Berdasarkan hasil evaluasi, sebelum pelaksanaan penyuluhan masih ditemukan peserta
yang belum sepenuhnya memahami bahwa kekerasan seksual tidak hanya berbentuk tindakan fisik,
tetapijuga dapat berupa tindakan verbal, nonverbal, maupun melalui media digital. Peserta juga masih
membutuhkan penguatan pemahaman mengenai langkah yang harus dilakukan ketika mengalami
atau mengetahui adanya tindakan kekerasan seksual.

Setelah pelaksanaan penyuluhan hukum, hasil evaluasi post-test menunjukkan adanya
perubahan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Peserta menunjukkan kemampuan
yang lebih baik dalam mengenali bentuk-bentuk kekerasan seksual, memahami hak anak untuk
memperoleh perlindungan, serta mengetahui pentingnya melaporkan tindakan yang melanggar hak
anak kepada pihak yang dapat memberikan bantuan. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa
penyuluhan hukum berkontribusi dalam memperkuat literasi hukum peserta didik, khususnya dalam
membangun kesadaran mengenai perlindungan diri dan pencegahan kekerasan seksual terhadap
anak.

Perubahan pemahaman peserta tersebut menunjukkan bahwa pendekatan edukasi hukum
melalui penyuluhan dapat menjadi salah satu strategi preventif dalam perlindungan anak. Kegiatan
ini tidak hanya memberikan informasi mengenai aturan hukum, tetapi juga membangun kesadaran
peserta didik sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan. Temuan
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ini sejalan dengan Lu et al. (2023) yang menunjukkan bahwa program pencegahan kekerasan seksual
berbasis sekolah mampu meningkatkan pengetahuan anak mengenai risiko kekerasan seksual dan
strategi perlindungan diri. Celik (2024) juga menjelaskan bahwa program edukasi pencegahan yang
disesuaikan dengan karakteristik perkembangan peserta didik dapat meningkatkan kemampuan anak
dalam mengenali situasi berisiko dan melakukan tindakan perlindungan.

-/

PP 7 Sy NP B3
Gambar 1. Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual
Terhadap Anak di SMP Negeri 13 Kendari

Pelaksanaan penyuluhan pada tingkat sekolah menengah pertama memiliki nilai strategis
karena masa remaja awal merupakan periode perkembangan ketika individu mulai mengalami
perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang signifikan. Pada fase tersebut, kemampuan anak dalam
memahami relasi sosial, batasan pribadi, dan risiko kekerasan seksual perlu diperkuat melalui
informasi yang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Penelitian Lu et al. (2023) menunjukkan
bahwa program pencegahan kekerasan seksual berbasis sekolah secara signifikan meningkatkan
pengetahuan peserta mengenai kekerasan seksual. Meta-analisis tersebut menemukan bahwa
intervensi sekolah memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan pengetahuan anak
berdasarkan pengukuran kuesioner maupun skenario kasus (vignette-based measures), sehingga
menunjukkan pentingnya sekolah sebagai ruang edukasi perlindungan anak.

Materi penyuluhan hukum dalam kegiatan ini disusun dengan pendekatan yang
menggabungkan perspektif hukum dan edukasi perlindungan diri. Pendekatan tersebut penting
karena anak sebagai kelompok rentan sering kali belum memiliki kemampuan untuk memahami
bahwa suatu tindakan tertentu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak mereka. Oleh karena itu,
pemberian edukasi mengenai definisi kekerasan seksual, bentuk tindakan yang dilarang, serta
konsekuensi hukum menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran preventif. Kajian Celik
(2024) menjelaskan bahwa program pencegahan kekerasan seksual berbasis sekolah yang dirancang
secara sistematis mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan perlindungan diri, rasa percaya
diri, dan kesadaran anak dalam mengenali situasi yang berpotensi membahayakan.

Selain memberikan pemahaman normatif mengenai aturan hukum, kegiatan penyuluhan juga
memiliki fungsi untuk membangun komunikasi terbuka antara peserta didik dengan pihak yang
memiliki kewenangan dalam memberikan perlindungan. Dalam banyak kasus kekerasan seksual
terhadap anak, hambatan pelaporan tidak hanya disebabkan oleh ketidaktahuan mengenai prosedur
hukum, tetapi juga adanya rasa takut, malu, stigma sosial, atau ketidakmampuan korban dalam
mengidentifikasi pengalaman yang dialaminya sebagai bentuk kekerasan. Oleh karena itu, edukasi
hukum yang diberikan kepada siswa diarahkan agar peserta memahami bahwa mencari bantuan dan
melaporkan kejadian kekerasan merupakan bagian dari upaya perlindungan diri, bukan suatu
tindakan yang harus dihindari.
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Pelaksanaan penyuluhan hukum selanjutnya dilakukan di SMA Negeri 6 Kendari dengan
sasaran peserta didik tingkat sekolah menengah atas. Pada jenjang pendidikan ini, peserta didik
memiliki perkembangan kemampuan berpikir kritis dan pemahaman sosial yang lebih kompleks,
sehingga materi penyuluhan tidak hanya berfokus pada pengenalan bentuk kekerasan seksual, tetapi
juga diarahkan pada pemahaman mengenai konsekuensi hukum, tanggung jawab sosial, serta
pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui
instrumen pre-test dan post-test yang terdiri atas 20 pertanyaan pilihan ganda untuk mengukur
pemahaman peserta mengenai konsep kekerasan seksual terhadap anak, bentuk-bentuk kekerasan
seksual, hak anak atas perlindungan hukum, batasan tubuh pribadi, mekanisme pelaporan, serta
tindakan pencegahan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan penyuluhan masih
terdapat peserta yang membutuhkan penguatan pemahaman mengenai bentuk kekerasan seksual
yang dapat terjadi dalam berbagai situasi, termasuk dalam interaksi sosial dan ruang digital. Setelah
mengikuti penyuluhan hukum, peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai
pengenalan tindakan yang berpotensi melanggar hak anak, pentingnya menjaga batasan pribadi, serta
langkah yang dapat dilakukan apabila menghadapi atau mengetahui adanya tindakan kekerasan
seksual.

Gambar 2. Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual
Terhadap Anak di SMA Negeri 6 Kendari

Pemberian edukasi hukum kepada siswa sekolah menengah atas menjadi penting karena
kelompok usia remaja menghadapi berbagai bentuk risiko baru, termasuk risiko kekerasan seksual
dalam hubungan interpersonal, lingkungan sosial, maupun ruang digital. Perkembangan teknologi
informasi juga memperluas bentuk kekerasan seksual melalui media elektronik sehingga pemahaman
mengenai perlindungan diri tidak hanya terbatas pada interaksi langsung. Oleh karena itu, program
edukasi pencegahan perlu disusun dengan mempertimbangkan karakteristik perkembangan sosial
peserta didik agar materi yang diberikan sesuai dengan pengalaman dan tantangan yang mereka
hadapi.

Gambar 3. Pengisian Kuesioner Pengabdian Kepada Masyarakat Terintegrasi
KKN-Tematik Universitas Halu Oleo Tahun 2026 oleh Siswa Siswi SMA Negeri 6 Kendari
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Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berbasis sekolah dapat
menjadi salah satu strategi preventif dalam membangun kesadaran hukum peserta didik. Penguatan
literasi hukum pada kelompok usia remaja menjadi penting karena risiko kekerasan seksual dapat
muncul melalui berbagai bentuk interaksi, baik secara langsung maupun melalui media digital.
Edukasi mengenai hak perlindungan anak, batasan pribadi, konsekuensi hukum, dan mekanisme
pelaporan menjadi bagian penting dalam membangun kemampuan peserta didik untuk mengenali
situasi berisiko serta melakukan langkah perlindungan diri. Temuan ini sejalan dengan Lu et al. (2023)
yang menunjukkan bahwa program pencegahan kekerasan seksual berbasis sekolah memberikan
pengaruh positif terhadap peningkatan pengetahuan peserta mengenai risiko kekerasan seksual dan
strategi perlindungan diri.

Secara keseluruhan, pelaksanaan penyuluhan hukum di lingkungan sekolah menunjukkan
bahwa pendekatan edukasi merupakan komponen penting dalam membangun sistem perlindungan
anak berbasis pencegahan. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan akademik,
tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter, nilai sosial, dan kesadaran hukum peserta didik. Oleh
karena itu, integrasi materi perlindungan anak dan pencegahan kekerasan seksual dalam kegiatan
edukasi masyarakat menjadi langkah strategis untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan
responsif terhadap isu kekerasan seksual.

Temuan kegiatan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa
program edukasi berbasis sekolah memiliki kontribusi dalam meningkatkan kesiapan anak
menghadapi risiko kekerasan seksual. Walsh et al. (2015) melalui kajian sistematis Cochrane
menemukan bahwa program edukasi berbasis sekolah dapat meningkatkan pengetahuan anak
mengenai pencegahan kekerasan seksual serta kemampuan perlindungan diri. Meskipun program
edukasi tidak secara langsung menggantikan peran sistem hukum dan perlindungan formal,
pendekatan ini menjadi bagian penting dari strategi pencegahan primer karena memberikan bekal
pengetahuan dan kesadaran kepada anak sebelum risiko kekerasan terjadi.

Dengan demikian, penyuluhan hukum pada SMP Negeri 13 Kendari dan SMA Negeri 6
Kendari dalam kegiatan KKN-Tematik Universitas Halu Oleo Tahun 2026 dapat dipandang sebagai
bentuk kontribusi akademisi dalam memperkuat literasi hukum peserta didik. Melalui pendekatan
edukatif yang mengintegrasikan aspek hukum, perlindungan anak, dan kesadaran sosial, kegiatan ini
diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih aman serta
meningkatkan partisipasi peserta didik dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Seksual
terhadap Anak Berbasis Komunitas

Pencegahan kekerasan seksual terhadap anak membutuhkan pendekatan yang lebih luas
dibandingkan dengan upaya perlindungan yang hanya berfokus pada korban maupun pelaku. Anak
berada dalam lingkungan sosial yang kompleks, sehingga kemampuan masyarakat dalam mengenali
risiko, memberikan perlindungan, serta merespons indikasi kekerasan menjadi bagian penting dari
sistem perlindungan anak. Masyarakat, keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah, dan aparat
penegak hukum memiliki peran yang saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan yang aman
bagi tumbuh kembang anak. Pendekatan berbasis komunitas (community-based prevention) menjadi
semakin penting karena kekerasan seksual terhadap anak sering kali terjadi dalam relasi sosial yang
dekat dengan kehidupan anak, sehingga pencegahannya membutuhkan keterlibatan berbagai aktor di
tingkat lokal.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terintegrasi KKN-Tematik Universitas Halu Oleo
Tahun 2026 memperluas pendekatan pencegahan melalui penyuluhan hukum yang tidak hanya
menyasar lingkungan sekolah, tetapi juga masyarakat secara langsung. Kegiatan penyuluhan hukum
di Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, dilaksanakan sebagai bentuk edukasi
kepada masyarakat mengenai konsep kekerasan seksual terhadap anak, bentuk-bentuk tindak pidana
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kekerasan seksual, konsekuensi hukum bagi pelaku, serta pentingnya peran masyarakat dalam
melakukan pencegahan dan pelaporan. Pendekatan ini sesuai dengan kebutuhan perlindungan anak
yang menempatkan masyarakat sebagai bagian dari sistem pencegahan, bukan hanya sebagai
penerima informasi.

Pelaksanaan penyuluhan hukum di tingkat masyarakat memiliki nilai strategis karena
keluarga dan komunitas merupakan lingkungan pertama yang berinteraksi dengan anak. Rendahnya
pemahaman masyarakat mengenai kekerasan seksual dapat menjadi hambatan dalam proses deteksi
dini maupun pemberian perlindungan kepada korban. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa
keterlibatan orang dewasa di sekitar anak, khususnya keluarga dan komunitas, menjadi komponen
penting dalam strategi pencegahan kekerasan seksual. Rudolph et al. (2024) melalui systematic review
terhadap berbagai program pencegahan kekerasan seksual anak menemukan bahwa keterlibatan
orang tua dalam intervensi pencegahan berkontribusi terhadap peningkatan pengetahuan, sikap,
efikasi diri, dan kemampuan orang tua dalam melakukan tindakan perlindungan terhadap anak.

Berdasarkan perspektif tersebut, penyuluhan hukum kepada masyarakat tidak hanya
bertujuan menyampaikan aturan perundang-undangan, tetapi juga membangun kapasitas sosial
masyarakat agar mampu menjalankan fungsi perlindungan. Masyarakat yang memahami konsep
kekerasan seksual akan memiliki kemampuan lebih baik dalam mengenali bentuk perilaku yang
berpotensi membahayakan anak, memahami batasan perlakuan yang melanggar hak anak, serta
mengetahui langkah yang dapat dilakukan ketika menemukan indikasi terjadinya kekerasan. Hal ini
menunjukkan bahwa literasi hukum memiliki posisi penting sebagai instrumen pencegahan karena
hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai pedoman perilaku sosial.

Dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Watulondo, penyuluhan hukum juga melibatkan
unsur pemerintah dan aparat penegak hukum, yaitu kehadiran Camat Puuwatu dan Kanit Reskrim
Polsek Mandonga. Keterlibatan pemangku kepentingan tersebut menunjukkan adanya kolaborasi
antara perguruan tinggi, pemerintah wilayah, dan aparat penegak hukum dalam membangun sistem
pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.
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Gambar 4. Penyulhan Hukum Téntang Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap
Anak di Kelurahan Watulondo yang Dihadiri Camat Puuwatu dan Kanit Reskrim Polsek Mandonga

Kolaborasi lintas sektor menjadi aspek penting dalam pencegahan kekerasan seksual karena
permasalahan ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu institusi. Perguruan tinggi memiliki
peran dalam transfer pengetahuan berbasis akademik, pemerintah memiliki fungsi dalam penguatan
kebijakan dan pelayanan masyarakat, sedangkan aparat penegak hukum memiliki peran dalam aspek
perlindungan dan penegakan hukum. Model kolaborasi semacam ini sejalan dengan konsep
pencegahan berbasis komunitas yang menempatkan berbagai pihak dalam suatu jaringan
perlindungan yang saling mendukung.
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Penelitian Guastaferro et al. (2024) menunjukkan bahwa program pencegahan kekerasan
seksual anak yang berfokus pada keterlibatan orang tua memiliki tingkat penerimaan yang baik dan
berpotensi meningkatkan kesadaran orang tua serta penggunaan strategi perlindungan terhadap anak.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan orang dewasa di sekitar anak merupakan
komponen penting dalam membangun lingkungan protektif. Orang tua, keluarga, dan masyarakat
memiliki posisi strategis sebagai pihak yang paling dekat dengan kehidupan anak sehingga memiliki
peluang besar dalam melakukan pencegahan melalui pengawasan, komunikasi terbuka, serta
kemampuan mengenali tanda-tanda terjadinya kekerasan seksual. Oleh karena itu, peningkatan
kapasitas pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
upaya perlindungan anak secara menyeluruh. Dalam konteks ini, penyuluhan hukum tidak hanya
berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi mengenai aturan perundang-undangan, tetapi juga
sebagai media pemberdayaan masyarakat agar mampu memahami tanggung jawab sosial dan hukum
dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

Selain penyampaian materi, kegiatan penyuluhan hukum di Kelurahan Watulondo juga
memberikan ruang interaksi melalui sesi diskusi dan tanya jawab. Partisipasi aktif masyarakat dalam
mengajukan pertanyaan menunjukkan bahwa kegiatan tidak berlangsung secara satu arah, melainkan
menjadi proses dialog yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pemahaman, kekhawatiran,
maupun pengalaman yang berkaitan dengan isu perlindungan anak. Proses interaksi tersebut menjadi
aspek penting dalam kegiatan pengabdian karena memungkinkan tim pelaksana memahami
kebutuhan informasi masyarakat secara lebih kontekstual serta memberikan penjelasan hukum yang
sesuai dengan kondisi sosial yang dihadapi. Diskusi yang berlangsung juga menunjukkan adanya
keterlibatan masyarakat sebagai subjek kegiatan, bukan hanya sebagai penerima edukasi. Keterlibatan
aktif tersebut menjadi indikator bahwa isu pencegahan kekerasan seksual terhadap anak memiliki
relevansi langsung dengan kehidupan masyarakat dan membutuhkan perhatian bersama dari berbagai
pihak.

‘Gambar 5. Warga Kelurahan Watulondo Mengajkan Pertanyaan
dalam Kegiatan Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Metode dialogis dalam kegiatan penyuluhan memiliki manfaat karena memungkinkan proses
edukasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Penyampaian informasi hukum yang hanya
bersifat satu arah sering kali belum cukup untuk membangun kesadaran hukum karena masyarakat
membutuhkan ruang untuk menghubungkan informasi yang diterima dengan kondisi sosial yang
mereka hadapi. Oleh karena itu, diskusi dan tanya jawab menjadi bagian penting dalam kegiatan
pengabdian karena dapat memperkuat pemahaman peserta sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek
yang masih membutuhkan edukasi lanjutan.
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Temuan kegiatan ini memperkuat hasil penelitian Apaydin Cirik dan Karakurt (2024) yang
menunjukkan bahwa program edukasi mengenai pencegahan kekerasan seksual yang melibatkan anak
dan orang tua mampu meningkatkan pengetahuan peserta serta membangun pemahaman mengenai
faktor risiko dan strategi pencegahan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pendekatan edukasi
yang melibatkan lingkungan terdekat anak lebih efektif dibandingkan pendekatan yang hanya
berfokus pada individu tertentu karena perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama.

Dalam konteks pengabdian masyarakat di Kelurahan Watulondo, pendekatan penyuluhan
hukum berbasis komunitas memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman masyarakat
mengenai pentingnya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Kegiatan ini menunjukkan bahwa
peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat dilakukan melalui keterlibatan aktif perguruan
tinggi bersama pemerintah dan aparat penegak hukum. Meskipun kegiatan ini belum mengukur
perubahan pengetahuan masyarakat secara kuantitatif melalui desain evaluasi eksperimental, proses
pelaksanaan menunjukkan adanya ruang partisipasi masyarakat dalam memahami isu perlindungan
anak dan membangun kepedulian bersama.

Secara keseluruhan, penyuluhan hukum di Kelurahan Watulondo memperlihatkan bahwa
pendekatan berbasis komunitas merupakan strategi yang relevan dalam mendukung perlindungan
anak. Keberadaan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum, didukung oleh pemerintah dan aparat
penegak hukum, dapat menjadi elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih responsif
terhadap risiko kekerasan seksual. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian semacam ini perlu
dikembangkan secara berkelanjutan melalui edukasi berkala, penguatan jejaring perlindungan anak,
serta keterlibatan berbagai unsur masyarakat untuk memastikan bahwa pencegahan kekerasan seksual
tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi tertentu, tetapi menjadi gerakan bersama di tingkat
komunitas.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terintegrasi KKN-Tematik Universitas Halu Oleo
Tahun 2026 melalui penyuluhan hukum tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap anak
menunjukkan bahwa pendekatan edukasi hukum dapat menjadi salah satu upaya preventif dalam
memperkuat pemahaman peserta didik dan masyarakat mengenai perlindungan anak. Berdasarkan
hasil evaluasi kegiatan melalui instrumen pre-test dan post-test, penyuluhan hukum memberikan
gambaran adanya perubahan pemahaman peserta mengenai bentuk kekerasan seksual, hak anak atas
perlindungan hukum, batasan tubuh pribadi, serta mekanisme pelaporan. Pelaksanaan kegiatan di
SMP Negeri 13 Kendari, SMA Negeri 6 Kendari, dan Kelurahan Watulondo menunjukkan bahwa
edukasi hukum tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian norma hukum, tetapi juga sebagai sarana
membangun kesadaran mengenai pentingnya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.
Keberlanjutan program serupa perlu dikembangkan melalui kolaborasi antara perguruan tinggi,
lembaga pendidikan, pemerintah, keluarga, dan masyarakat untuk memperkuat sistem perlindungan
anak berbasis edukasi dan pencegahan.
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dalam keberhasilan kegiatan serta memperkuat upaya bersama dalam membangun kesadaran hukum
dan menciptakan lingkungan yang aman bagi perlindungan anak.
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